
a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 
177 /KMK.7 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta 
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian 
Nasional, maka perlu anggaran untuk pelaksanaanya; 

b. bahwa pengeluaran pembiayaan keadaan darurat yang timbul 
akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya 
yang belum tersedia anggarannya dibebankan langsung pada 
belanja tidak terduga; 

c. bahwa berdasarkan ketimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Kabupaten Temanggung Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 23· Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4829); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam di 
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2012 Nomor 17); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96); 
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( 1) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk percepatan 
penanganan corona virus disease 2019 di Kabupaten Temanggung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Temanggung, Camat Temanggung, Camat Parakan, Camat Ngadirejo, serta Camat 
Kranggan, dan selanjutnya bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran. 

(2) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk percepatan 
penanganan corona virus disease 2019 di Ka bu paten Temanggung Tahun 2020 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan dan bertanggungjawab kepada 
Bupati Temanggung. 

Pasal 2 

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 
84.116.263.900,00 (delapan puluh empat milyar seratus enam belas juta dua ratus 
enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk penanganan 
kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyedianan jaring pengaman sosial. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK 
TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 14); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2020 ·sEBAgaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung 
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2020; 
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HARY AGUNG PRABOWO 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 22 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

M. AL KHADZIQ 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 22 April 2020 

BUPATI TEMANGGUNG, 

ttd 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5' 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
Anggaran 2020. 

Pasal4 

Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk percepatan 
penanganan corona virus disease 2019 di Ka bu paten Temanggung Tahun 2020 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Pasal3 


